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Rekomendasi Penelitian. Pedoman Penerbitan.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 64 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN PENERBITAN REKOMENDASI PENELITIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian
pelaksanaan penelitian dan pengembangan di
lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah
daerah perlu izin penelitian berdasarkan rekomendasi
penelitian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penerbitan
Rekomendasi Penelitian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem
Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
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tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41
Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4741);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam
Negeri (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2010
Nomor 316), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 2011
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
168);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011
tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di
Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintahan Daerah;
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK
INDONESIA TENTANG PEDOMAN TENTANG PEDOMAN
PENERBITAN REKOMENDASI PENELITIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan
perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode
ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan
keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian
kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di
bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan
ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

4. Peneliti adalah Warga Negara Indonesia, yang selanjutnya disingkat
WNI, baik sebagai individu, lembaga pendidikan/perguruan tinggi,
badan usaha, aparatur pemerintahan, organisasi kemasyarakatan, dan
lembaga nirlaba lainnya yang melakukan penelitian.

5. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh
anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela
atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan
terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam
pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

6. Lembaga nirlaba lainnya adalah lembaga non pemerintah meliputi
lembaga pendidikan, lembaga pelatihan, lembaga
penelitian/pengkajian, badan eksekutif mahasiswa, dan pondok
pesantren, termasuk lembaga swadaya masyarakat lainnya.

7. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD,
adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna
anggaran/barang.
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8. Rekomendasi Penelitian adalah naskah dinas dari pejabat yang
berwenang berisi keterangan, catatan, persetujuan terhadap usulan
penelitian.

9. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri.

Pasal 2

(1) Setiap peneliti dapat melakukan penelitian.

(2) Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
peneliti harus mendapatkan rekomendasi penelitian.

BAB II

TUJUAN

Pasal 3

Rekomendasi penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)
bertujuan untuk:

a. menjadi bahan pertimbangan pemberian izin penelitian oleh pemerintah
daerah;

b. menjadi acuan bagi peneliti dalam memperoleh izin penelitian; dan

c. tertib secara administrasi.

BAB III

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Mekanisme Permohonan

Pasal 4

(1) Untuk mendapatkan rekomendasi penelitian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (2) peneliti mengajukan surat permohonan
penerbitan rekomendasi penelitian.

(2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditandatangani oleh:

a. lurah/kepala desa tempat domisili peneliti bagi penelitian
kemasyarakatan untuk peneliti individu yang tidak berasal dari
lembaga pendidikan/perguruan tinggi.

b. pimpinan yang membidangi penelitian dari lembaga
pendidikan/perguruan tinggi yang bersangkutan, untuk peneliti
yang berasal dari lembaga pendidikan/perguruan tinggi.

c. pimpinan yang membidangi penelitian dari badan usaha yang
bersangkutan, untuk peneliti badan usaha;
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d. pimpinan yang membidangi penelitian dari kementarian/lembaga
pemerintah non kementerian yang bersangkutan bertugas, untuk
peneliti aparatur pemerintahan;

e. pimpinan yang membidangi penelitian dari organisasi
kemasyarakatan, untuk peneliti organisasi kemasyarakatan; dan

f. pimpinan yang membidangi penelitian dari organisasi nirlaba
lainnya, untuk peneliti organisasi nirlaba lainnya.

Pasal 5

(1) Surat permohonan penerbitan rekomendasi penelitian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 disertai dengan data:

a.proposal penelitian yang berisi:

1. latar belakang,

2. maksud dan tujuan,

3. ruang lingkup,

4. jangka waktu penelitian,

5. nama peneliti,

6. sasaran/target penelitian,

7. metode penelitian,

8. lokasi penelitian, dan

9. hasil yang diharapkan dari penelitian;

b.salinan/foto copy kartu tanda penduduk peneliti/penanggung
jawab/ketua/koordinator peneliti;

c. surat pernyataan untuk mentaati dan tidak melanggar ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) untuk peneliti badan usaha, organisasi kemasyarakatan atau lembaga
nirlaba lainnya, surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4 ayat (1) disertai berkas salinan/foto copy akta notaris pendirian
badan usaha/organisasi kemasyarakatan/lembaga nirlaba lainnya

Pasal 6

(1) Surat permohonan penerbitan rekomendasi penelitian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 diajukan kepada:

a.Menteri melalui Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik,
untuk penelitian lingkup nasional atau lintas provinsi;

b.Gubenur melalui SKPD yang membidangi urusan kesatuan bangsa
dan politik provinsi, untuk penelitian lingkup provinsi dan
kabupaten/kota di wilayahnya; dan
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